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nat %qzerd,a\kwa rena pada-
-~ rekor endas pertama Disperindagkop
~ mengeluarkan rekomendasi karena
- semua sudah sesuai prosedur” jelasnya.
' Selain itu sudah ada dua terpidana
' g sama

kan upaya hukum kasasi ke
ah Agung (MA) atas pu an :
bebas yang dijatuhkan majelis haki
Pengadilan Tipikor Penpasar kepada
-anggota DPRD Jembrana, | Made Sueqa
Antara alias Dek Cok dalam kasus
dugaan korupsi BBM (Bahan Bal# r
Minyak) bersubsidi.
“Kami belum berkoordinasi de

pimpinan (Kajari Jembrana, red). Tapi
kami pastikan akanr mengajukan kasasi,”
ujar JPU Suhadi yang juga merup. :
Kasi P;dsu; Kejari Jembrana, Kamis

ikan keruglan negara |
mi sudah men apka

Sementara $ueca yang juga menjadi
terdakwa dalam perkara yang sama
dijerat pasal korupsi. -

... ~“Sudah ada dua pengelola UD Sum-
- _ber Maju ﬁg divonis bersalah di PN
Jembrana dalam kasus migas.

- raterdakwa (Sueca, red) dalan

mengatakan putusan terse- sama ijerat pasal korupsi. lkan,tidak
}(5%1 alidmg%:rhah' den, tun,J— - bisa” pungkasnya. Dalam putusan yang
dla]ukan sépe]umnya : dibacakan majelis hakim Penga ilan

Dal am tuntutan, anggota dewa#n

3 Demasar pimpinan Achmad

}an é an hukum sebagaimana
dimaksud d an primer pasal 2 dan
subsidair pasal 3 UU No 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi sebagaimana diubah dan dit-

ambah menjadi UU No 20 Tahun 2001,

tidak terbukti.

. Berdasar pemmbang:;n tersebut,
‘ ma]lls hakim akhirnya memutus-
l ‘kan terdakwa Sueca yang merupakan
politisi PDIP ini dinyatakan lepas dari
segala tuntutan hukum pidana-tipikor.
“Memerintahkan terdakwa segera
‘ dibebaskan dari penahanan kota, juga
‘ dipulihkan harkat dan martabatnya,
; serta memt)ebankan biaya perkara ke-
\‘ pada hegara,” tegas majelis hakim dalam
|1 amar|putusannya. & rez 1 3
|
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‘kerjanya Kamis (29/10) men-

|

Dana p hmbangan pu
tahun 2016 berupa dana

Pemkab B ileleng targetkan

asan APBD induk 201¢

"'::"'trggal9 November ,
Data di impun, Pemka 1

ini tengah menge-

asi soal kepastiar
dan DAK dari
pusat. Masalahnyj
masuki akhir bulan

dan DAK untuk Buleleng beluim
ada kepastian. Disisi lain, }err -

2016 kepada
lembaga DPRD Buleleng. Bah-
kan nota keuangan itu sudah
sempat dibahas oleh Badaq
Anggaran (Bangar) DPRD
Buleleng bersama tim APB
Pemkab. Buleleng sendiri
targetkan, APBD induk 2016

itu rampung dibahas tanggal 9 |

Nopember nanti.

ditemui di ruan

Sekkab Buleleng Dewa Ki tlj‘

gakui, jika angka-angka dalam
nota keuangan sifatnya masjiih
sangat sementara. Angka-
angka itu dipasang berdasar-
kan pendekatan-pendekata
birokratis dan teknokratis.
Disebutkan, untuk DAU dan
DAK, anggarian yang dipasang
masih mengacu pada APBD
induk 2015.| “Angka pastiny

1 zlah APBN keto

paka
; keuangan yang

l
|

-~ |lJanuari 201
f dilakukan tahapan-tahapan

| tahapan-tahapan pengadaa
‘{lyang melalu:l

‘L'lhasﬂ pajak/ %l
n pajak sebesar

2015, karena untuk tahun
2016 belum ada kepastian.
"Renca nya APBN kan

a kami bisa
-angka dana
. Kalau sudah
I, tanggal 9

palu imbuh Puspaka. |
* Penetapan APBD 2016

.| pada bulan November, kata
.| Puspaka, bukan tanpa alasan.
Pemerintah berharap verifikasi
‘I'dari Pemerintah Provinsi Bali

sudah selesai pada pertenga-
han Desember; 2015, sehingga

oses tender,
bisa dilakukan pada bulan
Desember.

Selanjutnya pada bulan -
udah bisa

|

‘Ipembangunan. “Tentu nanti
' |pembahasannya harus mara
hon, kami sudah terbiasa |
engan hal tersebut, sehingga

' lkami optimis, APBD 2016 it
| |bisa ketuk palu sesuai target,”
| kerangnya. & k19
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Dua Saksi

embat #EfLemukih

DENPASAR, NusaBali
Dua saksi kunci dihadirkan

dalam sidang dugaan korupsi
pembangunan jembatan dj
‘Desa Lemukih, Buleleng den-
gan dua terdakwa, yaitu Way-
an Wenten yang merupakan
Pejabat Pelaksana Teknis Ke-
giatan (PPTK) dan Hj sya
Agustina yang merupakan
rekanan groyek. 1
. Dua saksi kunci yang di-
‘hadirkan. masing-mas gl
Made Suitra, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang su-
-dah divonis 1 tahun penjara -
dalam kasus yang sama dan
I Made Sudiawan yang meru-
pakan kontraktor lokal yang

® NUSABALI/HENDRA

TEﬁDAKWA 5 s dugaan korupsi pembaﬁgunar Jembatan Lemukih

mendapat sub kontrak dari diBuleleng, Hj isya Agustina (kanan) dan Wayan We en (kiri) dalam
kontraktor §ebelumnya]CV sidang di|Per) g ilan Tipikor Denpasar, 20 Oktober lal i
Aristya Prima Ayu. il T i =

Sudiawan yang diperik- tuktermin]I disebut su- uang di rekenin gaya," jelas
sa pertama mengaku sub dah mencapai 5 persen un- | Sudiawan. a

kontrak dari CV 'Arjstyb ke tuk mencairks ) Aristya yang|sempat di-

- _ T aalah Bad i minta tanggapah soal uang

dirinya sudah sepengeta- pada Dese | ini membantfah ya. la men-

huanKepala Dinas Pekerjaan pengerjaan| j¢ ! gatakan_ uang tersebut me-

Umum (PU) Buleleng, Namun 20 persen. 13z mang ditahan karena Sudi-

o — "2 so0al progregs { awan belum mengerjakan

ia tidak pernah mengetatui {Je]a.S%Xf ddlz sll)dan-g d ; ggkerjaan' esuaij I])(mgreis

terkait pengajuan progress Pengadilan Tipikor Denpas ‘ persen sesuai kontrak.

B i o ttan un- Pada, Selasa (27/10). - | “Makanya uangnya saya tah-

pgnlbaggu_nayﬂgtfaggnﬁ Bahkan Sudidwan menga an,” bebern

~ ditipu Arisya saat pencaira Sementara itu, Suitra yang

uang tahap I Sgat penarikan ' menjadi saksi ke dua men-

uang dari relehing bersama  gaku jika sub kon: dari CV

ini, Arisya methbawa kabur  Aristya ke Sudiawan sudah

uang Sudiawan|yang saat itu menyalahi dturan, Pasalnya

dikatakan akan|ditransfer ke | tidak ada ketentua yang me-

bersama. Laly

bilang kalau
langsung di

ening saya. [['2

1dl

ahsfer ke rek-

<

S

- nyatakan jika proyek ini bisa
. disub kontrakkan. [“Itu tidak

' adadalam kontrak” terangnya.
Namun proyek tersebut tetap
di sub kontrakkan karena

i dia malah | sudah sepengetahuan Kepala
dantidakada | Dinas PU saat itu. & rez

g saya mau
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g

! ! j.': :f a @ ‘ w( a i
‘ | (iealy emk "
‘ MANGUPURA Nu myamakmd

.I'P
Lapangan u ura«,\ kau;g keliling la an tid
‘ han Kapal, Kecamatzm gwi, ada saluran pembua an air,

‘ kondisinya jauh dari ideal Bada-  sehi; air hujan dan terka
‘ hal, masyarakat s ' n n air dari sungai
} menjadikan lap

1ini untuk  terserap dengan bagus.
ber gai aktivitas, te ma kondisinya tak lagi men
bermain sepakbola. Sakhjsatu  untuk dipakai kegiatan, bahka
} klub sekolah sepakbolf| (§SB) kegiatan olahraga pun kini le
5 al yang cukup dise ser-  sering dipindah ke Lapangal
‘andllapap rs but. Mengwi.“Seperti ini sudah seki:
lahsekolahp 1 bilamel-  tarempat tahun. Sekarang sudal
\ K2 _ er jarang kegiatan,"](a nyalagi,
‘ juga ilapangan ini. | Pemkab Badung pada RAPBD
ak hanya laparigan/Hola, 2016 telah mengangark‘
i pantauan, Kami (4 0), . penataan terhadap La

£ , ain basket Umu lurahan Kapal
| juga bernasib serupa. Korldisi  sar Rp 1,5 miliar, Lurah

lapangan basket secaid ffisik Nyoman Sudiarta, menga
nyarlis sama dengan| laparigan  itu. la mengemukaka 1untu <
\ sepakbola, kurang terawat{Pa- memperbaikan total lpangan
pan ring basKes sudah ketopos.  bola d ]apangan basket dibu-
~ Karena lapangan epértitak  tuhkanbiaya sekitar Rp 1m11par,
1 terawat, tak jaranglapangah juga ij ya, biaya |sebesar
dijadikan arena latihan mefige-  itu untuk perbaikan s ligus
mudimobil. Sehin, m} menambah beberapa ilitas
‘ kontlir tanahnya t seperti pembuatan tribun penon-

makin parah bila uk  ton. Termasuk untuk membuat-
; ngelilingi lapangan.

i nya dengan anggaran’

: t |Ka- Rp 15 ‘liamungkm ak bisa

renanya mfsklsekaran inimusim  seluruhnya. Tapi akan ka 'laku-*\

\ kemarau, masih keliha iput-  kan b ap dulu. Renca
rumput hijau. Tapi, men 1 kami b atkan got menehlmgf
dilol_@i,halimbukanlﬁ;ei( )¢ra-  lapangan,”jelas Sudiarta, Bilame-
watan melainkan damp | mungki kan pihaknya kembali:
_ air.supgaldlumurla ’ ila  akan mengusukan penambahan,
| - musir hujan datang, “Kalai hifan.  anggar. pada tahun angga l;nf‘
‘banjirdisini’ tuturnya. || |[{ . beriku 1iEE
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Pemprov Undang Difien Otda Kemendagri
Samakan Persepsi Soal Bansos

DENPASAR, NusaBali supaya bansos/hibah senilai Rp 46 miliar
Pemprov Bali akan mengundang yang difasilitasi 55 anggota Dewan melalui

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah APBD Perubahan 2015 nanti tidak ada

(Ditjen Otda) Kementerian Dalam N egeri persoalan. Menurut Tjok Pem 1yun, payung

(Kemendagri), Kamis (7/11), khusus untul 'l hukum pencairan bansos sebenarnya sudah
menyamakan persepsi terkait pencairan | || tidak ada masalah. f
danabansos/hibah dengan payung hukum Lagipula, Pergub yang diajlﬂkan ke
Peraturan Gubernur (Pergub). Dalam Kemendagri sudah dua kali diverifikasi. Per-
pertemuan untuk m,enyamakan persepsi gub ini pun sudah dibawa dari Kemendagri
terkait pencairan bansos nanti, Pempro di Jakarta oleh Asisten [ Bidang Pemerin-

Juga mengundang jajaran DPRD Bali, BPK, | tahan Setda Provinsi Bali, Dewa Putu Eka

dan BPKP. + Wijaya Wardana, Rabu (28/10) lalu.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Da ralp 1t “Barangnya (Pergub hasil verifikasi
Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, - | Kemendagri) sudah di Bali. Nanti dalam

mengatakan penyamaan persepsi penti g
dibuatantara lembaga-lembaga terkait,

L | Bersambung ke Hal-15 Kolom 5
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Som buagon - - -

pemmuanmmnbewms
akan kita buka di Gedung Wiswa i
Sabha l@nterdbémm 5
Bali.Dishnanahtilmnu

osa Kemendag; njelaskanny

Nannya,! ‘ ]utTjok Pema-

nfirmasi
NusaBali di Kantar Gubernur, -
Niﬁﬂdiﬁialﬂ‘ Denpasar.Kan:s s
(29/10). '
Tjok Pemayun men tzlkan
Dﬁﬂmmﬁidanngduk Hukum
Ditjen Kemendagri, Dr -
Kurniasih SH MH, nantinya
e,
pertemuzn iswa '
Sabha Utama Kantor Gubernur

Bali, 7N 2015,untuk =
mmbﬁéjelasan terkait

Seme! laraitu‘; Ketua DPRD
Bah Nyo _an di Wiryatama

temua'nim Darlsisiim,semua tida

periode (2000-2005 dan 2005-
12010) ini. & onat
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disaksikan pimpinan dewan saat serahkan RA

PENJABAT ugatl Tabanan ?yan Sugiada bul
qedung DPQD Tabanan, Kamijs (29/10).

tanda tan

i

TABANAN, ’\IusaBah Hi
. Pemkab Tabanan me

sebesar Rp 42

é Pada pos t

persen dari A
melalui mekanisme sida
paripurna di gedung DPRD

;:nan, Kamis (29/10). Kets
| masing-mas

tan Belanja Daerah (RAP@)
tahun 2016, Ranperda tentang
Penyertaan Modal pada Bank
Pembangunan Daerah (BPD)

Bali dan Ranperda Penyertaan

Modal pada PT Jamkrida Bali

Mandara Provinsi Bali. belanja tida
Penjabat Bupati I Wayan  gelyruhnya

Sugiada menguraikan pas
pendapatan daerah pada
RPABD tahun 2016 diren-
canakan sebesar Rp 1,485
triliun lebih. Rencana tersebut
mengalami peningkatan se
sar Rp 80,060 miliar lebih a
5,70 persen dari APBD tah
2015. Pos pendapatan daer:
itu bersumber dari Pendap
tan Asli Daerah (PAD) seh
sar Rp 251,679 miliar leb
meningkat sebesar Rp 7,8
miliar lebih atau 3,23 perseh ‘
dari APBD 2015. Ditambahkan,

dana perimbangan sebesar Rp ‘
804,429 miliar lebih danlain-lain

tuk belanja pe¢

: Jumgk, 20 Oktoker zds

pendapatan ki

rahkan tiga Rancangan Per- N
ran Daerah (Ranperda) ke g‘géggm lgk i
DPRDTabananunt\ﬂ(dlsah an il

§abesar Rp 21,88
il 69persendari

I gsung bukarl

sebagian untu
seperti belanjz
tuan sosi 1, b -7l asﬂ bantua |

7.

keuangan, dan bél:ah]a Yidak
terduga,” jel

Dengan
tersebut, di
-sebesar Rp 2
“Deﬁ51t1m

Su
er andmgan

cang bersu ,
SILPA (sisalebih pagu anggaran)
2015 sebesar 40 miliar,” jelas-

‘ publlkyang cerminkan dalam
‘ ngka-angka. Karena

' mengamankan pelaksanaan-
nya agar dapat dilaksanakan
dalam waktu setahun. “Konse-

umi, besaran i

membuat perencanaan yang
lebih matang, realistis, dan
' berkualitas dengan memper-

] ‘ timbangkan| berbagai aspek
- | termasuk sumber daya yang
| tersedia” imbuhnya. G k21
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Lahan yang sama
sekali belum dis-
entuh proses pen-
sertifikatan berupa
ruas jalan kabu-

belum bersertifikat. Sebagian
besar asset tersebut berupa
ruas jalan kabupaten an lahan
sekolah.

Data pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Buleleng menyebut,
total aset berupa tanah yang
tercatat pada Kartu Inventaris
Barang (KIB) kode A mencapai

854 bidang tanah dengan luas

mencapai seribuan hektar yang
tersebar di sembilan kecama-
tan yang ada.

Dari jumlah tersebut, yang

baru disertifikatkan atas nama
Pemkab Buleleng mencapai
163 bidang. Sedangkan sisanya
ada yang sudah dalam proses
sertifikat, tapi ada pula yang
sama sekali belum disentuh.

ng su-
fat di KIB kode A. Ken-
ayang sermgrltemul_

jencari tahu $ejarah
keberpddan lahan tersebut
4 flata-data tersebut
lifdokumen penting

n sa]a. mencari his-
butuh waktu yang

L{

ruas .

PK RI Perwakilan Provinsi Bali

Selain kendala historis, Pas-
da Gunawan juga menyebut,
regulasi pesertifikatan ruas
jalan sejauh ini belum juga dite-
muk n. Karena itu, pihaknya
mengajuakan ruas )alan

regulasi dan data hlstorijnya
sudah lengkap,” imbuhnya

Sedangkan untuk kendala
pensertifikatan lahan sekolah
terjadi akibat pihak desa belum
mengizinkan pesertifikatan
tersebut. Dikatakan, khusus un-
tuk lahan sekolah dasar, hampir
sebagian besar lahannya itu mi-
lik desa dan ada beberapa milik
pribadi. “Kami sudah sosialisasi
ke UPP, tapi ketika lahan itu
diajukan untuk disertifikatkan,
kami |kesulitan karena pihak
desa belum mengizinkan,” ujar
Pasda Gunawan.

Kendati demikian, untuk
menuntaskan pesertifika-
tan lahan tersebut, Pasada
Gunawan menyebut BPKAD
kini telah menjalin kerjasama
dengan BPN Buleleng. Dalam
kerjasama itu, rata-rata perta-
hun akan diajukan pembuatan
sertifikat itu sampai 100 bi-
dang tanah. & k19
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SINGARAJA, NusaBali | I

Keinginan KPU Buleleng» men-
dapat jaminan dalam bentuk
surat agar dana Pilkada 2017
nanti tersedia di awal tahun 2017,
pupus sudah. Pemkab Buleleng
tidak akan membuat surat seperti
yang diminta KPU.

KPU sendiri minta jaminan
dalam bentuk surat, lantaran
kawatir dana yang dibutuhkan di
awal tahun 2017 tidak tersedia.
Kekawatiran itu cukup berala-
san, karena dana pada APBD in-
duk, biasanya baru bisa realisasi

' sekitar bulan Maret. Sedangkan
KPU sudah membutuhkan dana
cukup besar di awal tahun yakni

' bulan Januari dan Februari hingga

imencapai 17 persen dari total

' kebutuhan dana pilkada sebesar

'Rp 46,8 miliar. ; ‘ _ hovatail : ;

Pilkada Buleleng sendiri dijad- Pemkab 3 ' baru dibayarkan di tahun 2017.

walkan berlangsung bulan Febru- ‘(‘ilakan g . C : - Alangkah lebih baiknya dana itu
ari 2017 nanti. Surat jaminan itu  Kalau samplai dialokasikan pada tahun 2017
‘diminta, karena Pemkab H - ujarnya. | ! i
leng merancang kebutuhan 5 ] ‘ P f 1 o Sebel mnya, Kema KPU Bule'
Pilkada itu dirancang dalam dua itu juga jpupys : leng Gede Suardana usai perte-
tahun anggaran, yakni di APBD Yang besar terhadap suksesnya muan bisa menerima rancangan
2016 dan APBD 2017. ; pilkada itu,” imbuh Puspaka. dua tahun anggaran untuk dana

| “Kita di pemerintahan tidak : lokas pilkada tersebut. Namun, pihakn-
perlu hal itu (jaminan,red), tapi kebutuha d‘lﬁ p1_lkada_1tum 1- ya tetap meminta jaminan dan. .
performent pemerintah sudah butuhkan strategi. Sehingga se- yangdibutuhkan dibulan Januari
bisadilihat, bahwa Pemkab Bule- mua kebutu all bisa diakomudir 2017 bisa dicairkan. Jaminan itu
Emg juga komit mensukseskan secarabe ap. Puspaka menye-  paling tidak dituangkan dalam

® NUSABALI/SUDIRTA

PEMBAHASAN dana Pilkada l leng di DPRD beberapa waktu lalu.

ilkada itu dengan pembahasan butuhan logistik  bentuk kesepakatan hitam diatas
nggaran kebutuhan Pilkada,” ‘ulikan waktu untuk - putih.
terang Ketua Tim Anggaran ‘ “Bulan Januari itu bulan yang
Pemerintah Daerah (TAPD) yang krusial bagi kami, sehingga ja-
juga Sekkab Buleleng Dewa Ketut itu dibutuhkan  minan itu bisa dituangkan dalam
Puspaka, Kamis (29/10). . Namun unt bentuk MoU, sebagai pedoman
- Ditegaskan, surat jaminan perti dalam penyusunan naskah per-
itu tidak mesti dibuat Pemkab, janjian hibah daerah pilkada.
karena Pemkab Buleleng juga 17.  Kami akan merasa nyaman kalau
punya tanggungjawab terhadap itu (hongrred) diang ada MoU tersebut dalam penye-
sukses tidaknya Pilkada tersebut.  kan di tahun 2016, dana itu toh ' lenggaraan tahapan pilkada,”
Sehingga KPU tidak minta un, akan mengendép dulu, kar terangnya. & k19 :




